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ABSTRAK

Pasal 50 avat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
menyatakan anak yang belum mencapal umur 18 tabun atas belum  pernah
melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekvassan orang tua,
berada di bawah kckuasaan wali. Perwalian anak merupakan kewenangan vung
dimiliki oleh wali terhadap pemeliharaan dan pengurusan dirl anak dan juga
terhadap harta bendanyva, vang dipunakan untuk Kepentingan anak.

Hal inilah vang membuat penulis imgin mengupas lebib lanjut mengenal
“Penetapion Wali Terbadap Anak [0 Bawah Umuar Pada Pengadilan Agama Kelas
| A Padang”. Adapun vang menjadi permasalaban dalam penehitian im adalab 1)
Alasan-alosan perlunya perwalian terhadap anak di bawah umur dalam prakicknys
di Penpadilan  Apama Padang, 20 Proses penetapan perwalian anak  pada
Pengadilan Agama Kelas | A Padang.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitian inl. penulis
melakukan penelitian denpan mengeunakan jenis penclitan bukum sosiologs
vaitu teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan
uniuk memperoleh data primer, dar penelitian rerbadap baban-bahan perpustakaan
suna mendapatkan data sckunder. kemudian data tersebut dianalisis secara
Kualitatif,

Berdasarkan hasil penelitian vang penulis lakukan di Pengadilan Apama
Kelas | A Padang diperoleh kesimpulan scbagal berikut @ 1) Alasan-alasan
perlunya perwalian terhadap anak di bawah umuor dalam prakieknva di Pengadilan
Awama Kelas [ A Padang adalah untuk mengurus din st anak, untuk keselamatan
jiwa sioanak di masa yang akan datang. untuk kesejahteraan si anak termasuk
musa depan dan pendidikannya, untuk memelibara lermasuk mengures harta
peninggalan orang tuanya vang belum sempat dibagikan kepada anaknya agar
peruntukan barta tersebut dapat dipergunakan sesual dengan kepentingan ahf
waris atau untok kepentingan anak tersebul. 2) Proses penetapan perwalian anak
pada Pengadilan Agama Kelas | A Padang adalah diawali dengan pendaftaran
perkara i Pengadilan, selanjuinva dilakukan penunjukan Majelis Hakim dan
penetapan hart sidang yang terdin dan penunjukan Majehs Hakim oleh Kelua
Pengadilan dan penetapan hari sidang oleb Ketua Majelis dan setelah itu
dilakukan pemanggilan pihak-pikak.

Dalam penctapan wali  di Pengadilan Apama  mi hakim  harus
memperhatikan kepentingan anak semata. serta pemelibaraan dan pengurusanya
diserahkan kepada orang vang diangpeap cakap, sungeup dan bersungpuh-sungeuh
untuk memelihara, mengurus, mendidik anak yang ada di bawah perwaliannya
sampai anak tersebot mampu berdin sendin {dewasa).



BAR I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Ne. | Tahun 1974 tentang perkawinan vang
selanjutnva  disebut  Undang-Undang  Perkawinan  menyebutkan  babwa,
perkawinan adalah ikatan lahic bathin amara pria dan wanita sebapai suami ister|
dengan wjuan membentuk Kelvarga {rumah tangpa) vanp bahagia dan kekal
berdasarkan Ketthanan Yang Maha Esa. Dari definist di atas terlihat bahwa
tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal,
Bahagia maksudnya adalab keluarpa vang kehidupannya dilandasi denpgan cinta
kasih murmni dan kekal adalab berarti hidep sebagal suami isteri untuk selama-
lameanya,

sSuatu perkawinan tidak akan sempuma apabila hanva ada ikatan lahir atau
bathin saja, akan wetapr kedua-duanyva menipakan hal vang sama pentingnya untuk
membentuk keloarza yvang bﬂ]‘IHL‘.iH.H

Anak yang dilshirkan dari suatu perkawinan merupakan amanah yang
wajib dijaga. dilindungi dan dipelihare schingga anak tersebut menjadi manusia
vang berilmu, beriman dan bertagwa serta mandir, Untuk membentuk anak yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan haruslah berawal dan suatu perkawinan
wang sah menurut ajaran agama dan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Dengan lahimya onak sampai anak menjadi dewasa, orang tua mempunyal

" K Wantjik Saleh, Hukuor Perkawinan fidonesia. Ghalie Indonesia, Jakere, 1982, hlm.



kewajiban terhadap anak yang berada di bawah kekuassannya, Apabila orang tua
meninggal dunia, atau orang tua dicabut (omrzer) Kekuassannya schagai orang tua
miaka gnak vang masih berada & bawah umur berada di bawah pengawasan wali,

[Dilihat dars kenvataan yang terjwdi dalam masvarakat, apabila orang tua
dari anak tersebut meninggal dunia, atau orang (ua dicabut kekuasaannya sebagai
orang tua, maka menimbulkan akibat hukum vang sangat berpenganih terhadap
perkembangan hidup anak, vang menyvebabkan pemelibarann dan pendidikan anak
terabaikan. Dalam  bal mepinggalnys orang wa atauw orang e dicabn
kekuasaannya sebagai orang tua maka pengurusan dan pemelibaraan terbadap
anak vang masih di bawah umur dilakukan oleb wali, sebagaimana yang diaour
dalam Pasal 50 Ayat (1) UL No. | Tahun 1974 dinvatakan :

“Anak  vang belum  cukup umuor 18 tahun atau helum  pernah

melangsungkan perkawinan, vang tidak berada di bawah kekuasaan orang

tug, berada di bawah kekuasaan wali.”

Penpurusan kepentingan anak vang dilakuksn oleh wali dalam hal
pendidikan, harta benda ansk dan keperluan hidupnva sehari-han harus ditujukan
pada terjaminnya kehidupan dan kesejahteraan anak tersebut,

Mengenai proses penetapan wali terhadap anak di bawah umur vang
dhsehabkan oleh faktor-faktor tersebut di atas, maka diperfukan campur tangan
pihak penegak hukum dalam menyvelesaikannya vaitu pengadilan, Khusus untuk
orang yang beragama lslam dilakukan i Pengadilan Agama (Selanjutnva disebut
dengan  Undang-Undang  Peradilan  Apama), dimana  Pengadilan  Agama

merupakan suatu lembaga hukem vang mengavomi umat Islam dalam huekum,



termasuk salah satunya tentang penetapan wali terhadap anak di bawab omur.
Pengadilan  Agama dalam  mengeluarkan  penetapan perwalian  harus
memperhatikan pada kepentingan angk semata, Kepada siapa perwalian jlu akan
diserahkan, didasarkan pada kemampuan dan kecakapan calon wali untuk
memelihara dan mengurus diri anak serta harta benda anak vang berada di bawah
perwallannyva.

Terhwdap penetapan wali i merupakan kewenangan darn Pengadilan
Agama. Kekueasaan Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 aval (1)
Undang-tIndang Peradilan Agama yaitu: “Penpadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
perlama antara orang-omng vane beropama Islam dibidang™

2. Perkawinan

. Waris
oo Wasiat
d. Hibah

e, Wakal

. Zakm

g Infak

h. Shadagah dan

i.  Ekonomi Svanah

Penjelasan resmi Pasal 49 avat (1) Undang-Undang ini disehuetkan bahwa
kewenangan absolut Pengadilan Agama dirinei atas 22 macam, di antaranyva

mengenal perwalian {angka 18). Dari bunyi penjelasan Pasal 49 avat [ angka 1%



Undang-Undang Peradilan Apgama tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan
Agama berwenang menetapkan wali bagi anak di bawah umue.

Berdasarkan Prapenelitian vang penulis lakukan. diperoleh gambaran
bahwa Pengadilan Apama Kelas 1 A Padang di dalam beberapa tahun terakhir
menerima, memproses dan memulus penetapan wali terhadap anak di bhawah
umur. Dart sejumlah permobonan tersebut, ada yang diterima dan ada juga
heberapa vang mengalami penolakan, Salah satu diantaranva yang dikabulkan
adalah permohoran vang didaftarkan pada tanggal 17 Oktober 2006, atas nama
Darwis bin Daud menginginkan perwalian atas anak vang bernama  Dina
Sepliviana yang mana avahnya Darman bin Dacd {meningpal dunia karena gempa
bimi dan tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004) vang merupakan adik
kandung dart si pemohon (Darwis bin Daud) dan ibunva vang bernama Ervida
Stlvana {meningeal dunia karena gempa bumi dan tsunami di Aceh tanggal 26
Desember 20040 vang oleh pihak Pengadilan Agama permobonan tersebut
dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Agama No. 47/PdiPA2006/P A Pdg.

Berdnsarkan hal di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkamya
menjadi suztu karya lmiah dalam bentuk skripsi dengan judul
“PENETAPAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PADA

PENGADILAN AGAMA KELAS T A PADANG™



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Alasan-alasan Perlunyva Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur
Dalam Prakteknya D4 Pengadilan Apama Kelas | A Padang

Sepertt yang telah dijelaskan sebelumnya, terminolopgl dan pengertian
perwalian mempunyai sedikit perbedaan antara hukum perdata barat dan konsep
hukum Islam. Dalam hokue perdata barat perwalian vang berasal dan kata
Voogdi] berarti pengawasan terhadap anak di bawah vmur vang belum dewasa
dan belum kawin dan tidak berada di bawah kekuasasn orang tuanva sera
pengurusan harta kekavean anak tersebut diatur dalam undang-undang, hal i
kemudian direduksi oleh UL No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnyva pada
Pasal 50 sampai denpan Pasal 54 vang secara implisit dalam Pasal 50 avat (1)
menepaskan bahwa “Anak vang belum mencapal umue 18 tahun ataun belum
pernah melangsunghan perkawinan vang tidak berada di bawah kekuasaan orang
tua berada i bawah kekuasaan wali™,

D4 sisl lain dalam Fikih Islam ditegaskan bahwa sebenamya ada 2 (dua)
bentuk perwalian, waitu perwalian terhadap harta benda anak don perwalian
terhadap din (perseon) anak, dimana perwalian terhadap diri anak kadang-kadang
dimaksudkan  dengan  pemeliharaan anak  atau yang dalam  hukum  Islam
diistilahkan  dengan  Hadhareh, vang  arinya  penguasaan,  pemelibaraan,
perawatan dan pendidikan anak vang di bawah umur yang dilakukan oleh bapak

atau tbunya vang berlangsung sampal anak  tersebut  mmavviz  (dapat
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penetapan wali terhadap anak di
bawah umur di Pengadilan Agama Kelas | A Padang dan juga berdasarkan analiss
vang telab penulis lakukan sebelomnya, maka dapat diberikan kesimpulan schagai
berikut :

1. Alasan-alasan perlunva perwalian terhadap ansk di bawah wmur dalam
prakieknya di Pengadilan Apama Kelas [ A Padang dalam dua tahun terakhir
aclalah :

a. Karena terjadinya musibah dan bencana alam, maka si pemohon
mengajukan permobonan uniok ditetapkan sebagai wali dalam rangka
mengurus din sioanak.

b, Untuk keselamatan jiwa si anak di masa-masa yang akan datang,

¢, Untuk kesejahlerasn g1 anak, termasuk masa depan dan pendidikannya.

d. Untuk memelihara termasuk mengorus harta peninggalan orang tuanya
vang belum sempat dibapikan kepada anaknya agar peruntukan harta
terschut dapat dipergunakan sesval dengan kepentingan ahli waris atan
untuk kepentingan anak tersebul,

2. Adapun proses penetapan perwalion anak pada Pengadilan Agama Kelas [ A
Padang, sesuai dengan ketentuan beracara i Pengadi!ah‘-:isﬁi’g. dilakukan

I vRaP IR T AR SaM

sebagai berikut : = C AR

b

a, Pendaftaran perkara di Pengadilan.
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